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          Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena
otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat
pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear.
Financial Technology merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan
antara financial service dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada
masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis
fintech di bidang pembiayaan ialah peer to peer lending. Peer to Peer
Lending (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan
berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya
waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman
yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami
kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.
          Saat ini bisnis fintech di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi
yang berlaku atas fintech diharapkan dapat mengembangkan industri
keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan
bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa
keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya
regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus
mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman
bermasalah, ambang batas rasio NPL (Non-Performing Loan), serta
implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi
mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.
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Kata Pengantar 
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Urgensi Pengawasan Syariah  
bagi Peer to Peer Lending Syariah 

 
Agus Triyanta1 

 
Abstrak 

 
Kemunculan peer to peer lending merupakan suatu fenomena yang khas dalam keuangan. Hal ini disebabkan karena 
kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang telah mempengaruhi dunia transaksi dan layanan keuangan. 
Kemunculan layanan keuangan ini telah mendapat respon sangat baik di kalangan generasi milenial. Karena itu tidak 
aneh jika kemudian muncul juga peer to peer lending Syariah yang mendasarkan operasionalnya dengan prinsip-prinsip 
Syariah. Namun sayangnya, dalam pengawasannya hal ini masih lemah dikarenakan tidak ada aturan yang secara 
khusus mengaturnya. Karena itu hal ini perlu segera direspon oleh Otoritas Jasa Keuangan agar segera mengeluarkan 
aturan spesifik terkait peer to peer lending Syariah. 
 
Kata Kunci: pengawasan, peer to peer lending, syariah 

 

Pendahuluan 

Salah satu  model pembiayaan atau jasa peminjaman uang yang sekarang ini cukup 

marak dan menyita banyak perhatian baik dari kalangan akademisi maupun praktisi di 

bidang ekonomi, keuangan, maupun di bidang hukum adalah apa yang disebut dengan 

peer to peer lending atau P2P.  Istilah ini ini disebut juga dengan pinjaman 

online.  Sebagaimana terdapat ojek online, ada bisnis online maka tibalah saatnya muncul 

yang disebut dengan pinjaman online (pinjol). 

Ini adalah salah satu dampak dari internet of thing atau IOT, di mana digitalisasi 

dan  pemanfaatan jaringan internet (online)  menjadi di suatu keniscayaan dalam sektor 

apapun juga.  Ini juga yang dimaksud dengan disrupsi di mana terdapat  revolusi yang 

merubah segalanya dalam waktu yang sangat cepat.  Jika bank atau lembaga pembiayaan 

atau kantor koperasi jasa simpan pinjam selalu memerlukan kantor secara fisik dan relasi 

secara fisik juga,  maka dalam konteks ini terdisrupsi menjadi virtual.  Tentu dalam 

beberapa dekade yang lalu hal ini merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dibayangkan.  Bagaimana mungkin dua pihak yang melakukan transaksi pinjam 

meminjam uang dapat mengeksekusi keinginan mereka tanpa bertemu secara nyata.2 

Mereka melakukan tanpa menandatangani sesuatu secara  fisik dan tanpa menyerahkan 

uang secara riil dan dan yang lebih spektakuler adalah tanpa ada jaminan yang nyata 

dipegang oleh pemberi hutang atau pembiayaan.  Namun itulah yang namanya disrupsi; 

sesuatu menjadi kacau dalam arti kekacauan menuju sebuah tatanan yang baru.  Merusak 

tatanan yang lama untuk akhirnya menuju pada tatanan baru yang dipandang lebih sesuai 

dengan konteks dan tuntutan.  

Hal ini tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia saja namun ini merupakan suatu 

fenomena global.  Jika di Indonesia ada perkembangan layanan perbankan yang 

 
1 Agus Triyanta, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: agustriyanta@uii.ac.id 
2 Putra Halomoan Hasibuan, “Legal Protections for Donation-Based Crowdfunding Service Providers in 

Indonesia,” Prophetic Law Review, vol. 2, no. 2, (2020), hlm. 117–136. 
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dinamakan dengan laku pandai di mana bank akan memiliki orang dan bukan kantor 

untuk menjadi agen dari layanan perbankan sehingga perorangan dapat melakukan 

layanan ini atas otorisasi dari bank maka di luar negeri, di negara yang lebih maju sudah 

ada apa yang disebut dengan bank tanpa kantor atau branchless bank sebagaimana yang 

terjadi di Korea Selatan.  Sehingga apa yang terjadi dengan   Peer to peer lending di 

Indonesia ini ini bukanlah hal yang aneh namun merupakan suatu hal yang wajar dalam 

konteks era yang serba digital ini. 

Permasalahan 

Dari pendahuluan di atas, nampak bahwa ada urgensi untuk melihat permasalah 

ini lebih cermat lagi. Karena itu, paper ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan dan preferensi masyarakat terkait peer to peer lending tersebut 

dilihat dari aspek Syariah? 

2. Bagaimanakah pengawasan terhadap operasional dan layanan dari peer to peer lending 

berbasis Syariah tersebut harus diatur? 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Selanjutnya pada paparan dibawah ini penulis akan mendiskusikan  terlebih 

dahulu  pengertian dan / atau batasan dari peer to peer lending menurut regulasi yang 

ada.  Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan disebutkan ada beberapa hal yang menjadi 

elemen dasar  bagi fintech ini yakni:3  

1. layanan jasa keuangan 

2. dengan media internet 

3. mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman 

4. melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam rupiah  

 

Setidaknya empat elemen dasar tersebut dapat membantu untuk memahami lebih 

jelas tentang fintech yang ada di Indonesia.  Hal yang cukup menarik adalah  pemerintah 

Indonesia mengharuskan bahwa transaksi menggunakan mata uang Rupiah. Dan hal ini 

dimaksudkan untuk mengantisipasi semakin mengecilnya peran Rupiah dalam transaksi 

nasional.  Namun hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ada kerawanan dan kerentanan 

dalam dunia transaksi keuangan berbasis internet di mana penggunaan mata uang asing 

sebenarnya sangat mudah dan memungkinkan untuk terjadi.  

Hal lain yang juga sangat menarik dalam elemen dasar ini adalah bahwa 

pertemuan antara pemberi pinjaman dan pihak yang meminjam jam sebenarnya sudah 

dikonstruksikan sebagai pertemuan yang tidak lagi konvensional.  karena dalam 

ketentuan regulasi tersebut tidak muncul keharusan bahwa kedua belah pihak tersebut 

bertemu secara fisik.  Sehingga pertemuan secara virtual sudah dianggap oleh hukum 

 
3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi,  Ps (1).3 
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sebagai sebuah pertemuan sesungguhnya. Hal ini sebenarnya merupakan legitimasi 

hukum atas model pertemuan virtual, karena akan dapat dianalogikan bahwa pertemuan 

secara virtual memiliki status hukum yang sama dengan pertemuan secara fisik.  

1. Sejarah, Aset, Preferensi 

Peer to peer lending pertama di dunia dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan 

yang bernama  Beehive tahun 2014 di Dubai,  yang beroperasi dengan proses dan prosedur 

syariah berdasarkan lisensi dari Dubai Financial Service Authority nomor  F003177.4  Hal lain 

yang juga menarik jika diamati bahwa inisiasi kemunculannya tidak berasal dari negara 

maju di dunia barat namun berasal dari dunia timur.  Ini memberikan ketegasan 

bahwa  dunia timur tidak kalah dalam melakukan inovasi   layanan keuangan 

keuangan.  Juga yang lebih menarik lagi adalah bahwa sebagai pelaku pertama dari 

layanan keuangan berbasis internet,  Beehive  juga membuka layanan berbasis Syariah.  hal 

ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah sudah cukup maju,  dalam arti 

bahwa tidak selamanya layanan Syariah itu sifatnya hanya 

mengikuti,  mereplikasi,  mengimitasi,  ataupun menduplikasi dari perkembangan 

layanan keuangan konvensional. Namun juga sebaliknya, dapat memberikan inspirasi 

bagi bagi bisnis keuangan modern secara umum. 

Selanjutnya, tentu penting untuk diketahui bagaimanakah proses dan prosedur di 

dalam Beehive  Syariah. Perlu dijelaskan di sini bahwa Lembaga keuangan ini beroperasi 

dengan dual system,  atau istilah lainnya syariah window ini?.  Secara prinsip yang dilakukan 

adalah dengan cara sebagai berikut:5  

a. Dengan cara melakukan screening terkait obyek investasi apakah sesuai dengan prinsip 

Syariah atau tidak. Dalam hal ini akan dilakukan valuasi atau penilaian terkait dengan 

bidang atau objek apa yang akan menjadi lahan investasi. 

b. Selanjutnya, jika dari penilaian tersebut obyek investasi dipandang sesuai dengan 

prinsip Syariah, maka kemudian ditawarkan kepada investor muslim 

c. Adapun sebaliknya, jika tidak sesuai, maka dikecualikan dari investor muslim, dan 

ditawarkan atau masuk dalam daftar yang dapat diambil oleh investor non muslim.  

 

Sebagaimana kecenderungan pemakaian IOT yang bersifat digital atau online itu 

dilakukan oleh generasi muda,   maka sebenarnya  apa yang terjadi dalam sistem 

fintech  ini juga tidak jauh bergeser dari kecenderungan tersebut.  Dari survei yang 

dilakukan oleh media publikasi Kontan,  didapati hasil yang menunjukkan bahwa para 

konsumen dari layanan keuangan berbasis internet ini dominasi oleh  orang dengan usia 

antara 19 sampai 43 tahun.  hal ini nampak dalam tabel berikut;6   

No Segmen Prosentase 

1 Usia 19 - 43 tahun 69,18% 

 
4 ‘Sering Mendengar Fintech Syariah, tapi bleum tahun awal mula berkembangnya?’ 

http://www.danasyariah.id/tentang-kami/khanah 
5 ‘Sharia Processing’ diakses dari: https://www.beehive.ae/sharia-processing/ Diakses 1 Maret 2021 
6 ‘Lebih Mudah, Alasan Milenial Alasan Milenial Gemar Tempatkan Uang di Fintech’ dalam 

https://keuangan.kontan.co.id/news/lebih-mudah-alasan-milenial-gemar-tempatkan-uang-di-fintech-peer-to-
peer-lending . Diakses 1 Maret 2021 

 

http://www.danasyariah.id/tentang-kami/khanah
https://www.beehive.ae/sharia-processing/
https://keuangan.kontan.co.id/news/lebih-mudah-alasan-milenial-gemar-tempatkan-uang-di-fintech-peer-to-peer-lending
https://keuangan.kontan.co.id/news/lebih-mudah-alasan-milenial-gemar-tempatkan-uang-di-fintech-peer-to-peer-lending


 
Agus Triyanta 
 Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah 

 8 

2 Usia 35 – 54 tahun 26,69% 

3 Kurang dari 19 tahun  1,38% 

4 Lebih dari 54 tahun 2,75% 

Terkait dengan aset yang dikelola oleh fintech secara keseluruhan,  mencapai 

jumlah yang cukup banyak, untuk ukuran usia masuknya sistem layanan yang masih 

relatif baru di Indonesia. Diperkirakan sampai dengan bulan Februari 2021 lembaga  ini 

mengelola aset sebesar 169 triliun Rupiah.  pelaku atau lembaga penyedia layanan 

sebanyak 148, dan adalah  Layanan berbasis Syariah atau dengan istilah lain fintech 

Syariah. OJK 7 Khusus untuk Lembaga penyedia layanan jasa keuangan fintech berbasis 

Syariah, di Indonesia saat ini terdapat sepuluh (10) Lembaga yang sudah terdaftar pada 

Otoritas Jasa Keuangan.  Kesepuluh dari lembaga penyedia layanan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Syariah Investree 2. Dana Syariah 

3. Alami Sharia 4. Qazwa 

5. Duha Syariah 6. Bsalam 

7. Amartha Syariah 8. Ethis 

9. Amana.id 10. Berkah 

 

2. Pengawasan Syariah 

Salah satu aspek penting dalam operasional lembaga keuangan adalah aspek 

pengawasan. Terlebih ini merupakan sebuah bentuk  baru dan tentu saja memiliki 

komplikasi yang tinggi, maka pengawasan menjadi sangat penting.  Asumsinya dalam 

lembaga pembiayaan  yang beroperasi secara konvensional,  dengan cara cara yang 

wajar,  itu saja menjadi hal penting terlebih bagi lembaga pembiayaan yang beroperasi 

secara digital online atau virtual.  Tentu saja pengawasan dalam hal ini jauh lebih 

penting,  dikarenakan dalam banyak hal penyedia pinjaman serta objek terkadang tidak 

bisa dilihat dengan nyata.  Karena itu pengawasan menjadi sangat urgen.  termasuk di 

dalamnya adalah pengawasan Syariah. 

Bagi fintech yang telah menamakan diri sebagai fintech Syariah, yang karenanya 

kewajibannya adalah menjalankan operasional dan menawarkan produk-produk yang 

sesuai dengan prinsip Syariah, maka pengawasan syariah adalah suatu hal yang tidak 

dapat dihindari.  Sayangnya pengawasan Syariah belum tertata dengan baik dikarenakan 

memang regulasi di bidang fintech Syariah ini masih sangat sederhana.  Jika dilihat pada 

POJK sebagaimana disebutkan di atas maka regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan tersebut tidak memberikan rincian bagaimana pengawasan Syariah harus 

dilakukan.  Atas dasar itu maka fintech Syariah akan menyandarkan kepatuhan Syariah 

nya pada Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam lembaga keuangan 

tersebut.  Sedangkan pihak Otoritas Jasa Keuangan belum banyak terlibat dan  melakukan 

intervensi dalam hal kepatuhan Syariah ini. 

Meski demikian layak dibahas disini terkait dengan kriteria kepatuhan atau 

kebolehan secara  syar'i atau  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  di dalam fatwa 

 
7 ‘Lembaga Peer to Peer Lending’ dalam www.ojk.go.id Diakses 1 Maret 2021 

http://www.ojk.go.id/
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Dewan Syariah Nasional  dinyatakan bahwa agar sesuai dengan syariah maka produk dan 

operasional lembaga fintech Syariah haruslah menghindari  6 hal yang meliputi:8 

1. Riba 

2. Gharar 

3. Maysir 

4. Dharar 

5. Tadlis 

6. Zulm 

Yang dimaksudkan dengan riba adalah bunga sebagaimana yang diterapkan di 

dalam lembaga keuangan konvensional.  sedangkan negara adalah semua bentuk 

ketidakjelasan baik ketidakjelasan itu dalam hal barang,  harga ataupun waktu. Adapun 

dharar adalah semua marabahaya ya atau resiko-resiko yang menurut syariat harus 

dihindari.   kemudian tadlis memiliki makna sebagai suatu tindakan penipuan atau 

pemalsuan.  dan yang terakhir adalah Zulm yakni ke kedzaliman, ialah suatu tindakan 

yang melawan asas keadilan.  Dari ke-6 aspek tersebut di atas maka dapat dilihat aspek 

yang potensial untuk tidak sesuai dengan syariah di dalam masalah fintech ini adalah 

sebagai berikut: 

 Pertama adalah gharar.  letak dari horor dalam layanan fintech Syariah ini adalah 

ketidakjelasan dikarenakan kesulitan untuk memastikan objek pembiayaan.  Maksudnya 

bahwa pembiayaan tersebut apakah benar benar dilakukan untuk suatu tujuan 

sebagaimana yang telah dicantumkan pada saat pengajuan pembiayaan. Ataukah 

digunakan atau dialokasikan untuk keperluan lain hal tersebut sulit untuk dilihat 

kecuali pada sebagian dari fintech syariah yang memang mereka menyebutkan objek nya 

adalah sebuah real estate atau perumahan yang itu dapat didatangi dan dilihat secara 

langsung oleh pihak yang terkait. 

Kedua aspek riba.  Sebagaimana telah diketahui berbagai inovasi produk dalam 

lembaga pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga kepada nasabah sangat dipengaruhi 

oleh apa yang telah berkembang sejauh ini pada perbankan konvensional. Karena itulah 

berbagai produk terkadang disajikan dengan bentuk akad atau kontrak yang memang 

sesuai dengan kontrak Syariah tetapi pada prakteknya sebenarnya menggunakan logika 

dari bunga atau dengan perhitungan istilah yang dikenal dengan cost of fund.  Artinya 

bahwa bagi hasil atau margin atau fee yang diambil oleh lembaga pembiayaan  itu 

didasarkan pada ada jumlah yang setara dengan bunga.  hal ini Jika tidak diperhatikan 

betul bentuk kakaknya maka akan potensial bahwa ini ada pelanggaran prinsip syariah 

dari sisi bahwa itu merupakan suatu riba dalam bentuk yang lain (disguised riba). 

Ketiga,  adalah aspek keuntungan yang ditentukan di depan (predetermined 

profit).  hal ini dikarenakan tidak semua akad di dalam lembaga pembiayaan fintech 

Syariah ini merupakan akad yang memungkinkan profit ditentukan di awal sebelum 

sebuah usaha dilakukan namun sebagaimana diketahui bahwa dalam fintech syariah pun 

terhadap akad musyarakah atau akad mudharabah yang hal itu tentunya tidak bisa 

 
8 Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang 

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah  
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ditentukan di awal keuntungannya.   Jika keuntungan sudah ditentukan atau dipatok di 

awal  untuk semua produk maka hal ini berpotensi untuk melanggar Ketentuan 

Syariah  dalam hal bahwa profit ditentukan berdasarkan anne-marie kan atau kekhasan 

dari masing-masing akad yang digunakan. 

Keempat adalah dharar.   Dalam aspek bahaya atau potensi munculnya marabahaya 

ini ini adalah suatu hal negatif yang muncul dalam masyarakat jika online ini ini sudah 

banyak diminati dan dan ternyata suatu hal yang terjadi adalah semakin suburnya 

mentalitas berhutang atau mentalitas untuk membeli sesuatu dengan cara 

hutang.  Memang tidak ada masalah jika hutang tersebut memang dilunasi atau dibayar, 

namun sebuah masyarakat yang cenderung mudah untuk mengalokasikan uang atau 

bahkan sebelum punya uang pun sudah mengalokasikan untuk keperluan keperluan nya 

maka hal ini dapat memperburuk kondisi masyarakat.  

Selanjutnya yang kelima adalah penipuan. Penipuan ini sangat mudah terjadi 

dikarenakan proses yang mengandalkan internet atau terjadi secara virtual menyisakan 

aspek-aspek gelap yang itu tidak terawasi.  Transaksi virtual adalah sebuah transaksi yang 

sangat rentan terhadap penipuan dikarenakan tidak saling mengenalnya secara fisik antar 

berbagai pihak.  Hal ini dapat dipahami sebagaimana maraknya juga penipuan melalui 

media Facebook, Instagram atau berbagai bentuk media sosial dimana penipuan  terjadi di 

cukup banyak.  

Terakhir adalah kezaliman.  aspek ini antara lain muncul dalam bentuk 

ketidakadilan yang terjadi antar berbagai pihak Misalnya saja tindakan tidak menepati 

janji mengabaikan kesanggupan kesanggupan yang telah dibuat oleh masing-masing 

pihak.  maka kemudian satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya.  dan bukan 

hanya itu kemudian perilaku untuk menagih dari lembaga pembiayaan kepada para 

nasabah juga dilakukan dengan cara-cara cara yang tidak pernah terduga 

sebelumnya.  yang sering dikeluhkan adalah bahwa jika terjadi keterlambatan dalam 

pengembalian uang oleh peminjam atau oleh penerima pembiayaan maka kemudian dan 

pihak yang menerima pembiayaan atau nasabah tersebut namanya denser ke berbagai 

pihak yang diduga menjadi teman atau kerabat dari nasabah tersebut Untuk menimbulkan 

efek rasa malu. ini tentu saja jika tidak diawasi dan diatur dengan baik akan menimbulkan 

tindakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan dari masing-masing pihak. 

Kesimpulan 

1. Pertama, sebagai inovasi di bidang Syariah-muamalah, Peer to Peer Lending adalah suatu 

hal yang dibolehkan, berdasar pada kaidah fiqhiyah ”al –Ashl fi al-mu’amalah al-ibahah” 

(pada asalnya, setiap aktivitas muamalah adalah boleh). 

2. Kedua, pendekatan kemaslahatan menghendaki agar kehadiran Peer to Peer Lending 

dikawal dengan kerangka regulasi yang memadai, termasuk aturan untuk Peer to Peer 

Lending yang berbasis Syariah. Jika rekomendasi Syariah hanya diserahkan pada 

Dewan Syariah Nasional, maka kekuatan hukumnya sangat lemah. Agar tetap berada 

dalam koridor syariah, maka minimalisasi kandungan Riba, Gharar, Maysir, Dharar, 

Tadlis, dan Zulm harus selalu dilakukan. Perlu segera dikeluarkan peraturan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur hal tersebut. 
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